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TATA CARA PEI{GANGKATAI5 AI|GGOTA DIREI(SI PERUSNIAAIT DAERAH
I(ABI'PATEI{ UOROWALI

Menimbang :

DENGAN RAIIMAT TT'IIAIT YAITG MAIIA ESA'
BUPATI IfiCP.OWALI,

bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 19 ayat (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2009

tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali perlu

rrrcuci.zrpkur Fcraiuranr tsupaii Lcnlang TaLa Cara

Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah

Kabupaten Morowali'

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

IndoncsiaTahun 1945;

2.Undang-UndangNomor5Tahun|g62tentangPerusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2387);
3. Unciang-Undang iiomor 8 Tahun i999 ientang Feriinriungan

Konsumen (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kai-,upii"u Buol, Kairupalcu iviuruwaii cial i(abupaleu Burggai

Kepulauan (l'embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 179; Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 39O0) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200O tentang

Fcmbeniui<arr ifubupaten tsucri, i(abupaien iviortrwaii cia.rr

Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran Negara Republik

lndonesia Ta-hun 2O0O Nomor 78' Tambahan kmbaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 3966);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

e",i-iLg"" 1""""g* Aniara Pemeriniah Pusai <ian

PemerintahDaerah(IrmbaranNegaraRepubliklndonesia
Tahrrn 2OO4 Nomor 126' Tamhahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tenta-ng

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintalan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaien/Koia (irmbaran i'iegara Repubiik incionesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara F-epublik Indonesia Ta-hun 20L5 Nomor 20'15);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 20O8

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali
(kmbaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02,

Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor

41,23);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2009

tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran

Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 12' Tambahan

Lembaraa Daerah Kabupaten Morowali Nomor O14O);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI MOROWALI TENTANG TATA CARA

PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI

BA'B I
IIETEI{TUAN T'UI'M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaiah Kabupaten Morowali'
2. Bupaii adaiah BuPati Morowaii'
3.PemerintahanDaerahadalahPenlelenggaraanUrusanPemerintahanoleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (PP\D) menurut

asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi. seluas-luasnya

dalam sistem dan prlnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud aar"m u"aan!-un"dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.
+. pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemenn..ahan oaerail I,ang memimpin peiaksanaan urusan Pemenn'.ahan

yang menjadi kewenangan Dlerah otonom'
5. Perusahaan Daerah "i"ftft 

Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Daerah

<iengan perserLrjuaJr -u.*ull Perwai<iian -Xai.yai Daerah -Kabupaten Morowaii.

6. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali selanjutnya

disingkat PD Morowali.
T.BadanPengawasadalahBadanPengawasPerusahaanDaerahKabupaten

Morowali.
8.oireksiadalahDireksiPerusahaanDaerahKabupatenMorowali.
9. Manager administrasi dan keuangan Perusahaan adalah manager Perusahaan

Daerah KabuPaten Morowali'
1o. K;;;;r; aaatan Pegarvai Perusahaan yang diangkat Direksi'



BAB II
PENGAITGKATAIT DIREXSI

Bagran Kesatu
Pengangkatan Direksi

Pasal 2

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas;
(2) Usulan Badan Pengawas terhadap calon direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diutamakan dari swasta yang kompeten.
(3) Dalam hal Radan Pengawas belrrm tertlenhtk, hrgas Radan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat I (satu) dapat dilaksanakan oleh tim
seleksi yang diangkat oleh Bupati;

Pasal 3
(1) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) oralg salah satunya diangkat sebagai

Direktur Utama selanjutnya sebagai Direkfirr Keuangan dan Umum, serta
Direktur Operasional;

(2) Pengangkatan Direktur Utama. Direktur Keuangan dan Umum. Direktur
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat I (satu) dilakukan dengan
k;lektif kolegial dengan memepertimbangkan pengalaman dan kompetensi
*^-;-^ *^^i-a'rar4rs16 ^ar4our6t

(3) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembaLi
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(+; Pengangkatan kembaii sebagaimana ciimaksuci pacia ayat ll (tiga;
dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. hasil usaha/laba perusahaan menunjukkan perkembangan yang
meningkat setiaP tahun;

b. posisi perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dikecualikan akibat lore mejeur;

c. laporan pertanggungiawaban Direksi pada akhir masa jabatan dinilai
baik dan tanpa syarat oleh bupati melalui Badan Pengawas;

d.laporanpertang';n$a';;aban'.ahunandireksiselana3(-jga)tahun
teiakhir ainitai- Uait dan diterima dengan baik oleh bupati melalui
Badan Pengawas.

(+) Direktur Keuangan <ian Umum, DirekCur operasionai ciaiam menjaiankan

tugasnya bertanggungiawab kepada Direktur Utama'

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Direksi

Pasal 4

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi persyaratan

umum sebagai berikut:
a. Warga Negara lndonesia;
b. usia minimal 3o f.tiga puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima

tahun) tahun pada saat diangkat pertama kali;

". ""fr"t 1."**i dan rohani aiUut<ilt<an dengan surat keterangan dari

Dokter Pemeruitah.
d'berkelakuanbaikdanbebasdarinarkobadibuktikandengalsurat

keterangan dari instansi berwenang'
e. tidak "J.i"ttg 

menjabat sebagai pengurus partai -polttik; '
;. ;e.k p"-"[ ai.iaiifri hukunian 

-pia.tr3 penjara.berdasarkan putusan

pengadilan y.tg l;l"h- ;;t"p""yq - kekuatan hukum tetap karena

melakukan ti"a.t-pia"o" a"rig"- pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun atau lebih;
e. tidak terikat ttuiungan keluarga dengan Bupati ag".Y4d 

"ul1d-^,=' ;;;;;;c"" *;;A Badan Fengawas atau Direksi lainnva sampal



- deraiat ketiea baik menurut earis lurus maupun kesampins termasuk
menanu clan lpar;

h. memiliki profesionalisme serta moral yang baik;
!. =el;,'e.:npdkr.:: dr.Jt+r -..:..':;at hid'..-lp:
j. bersedia bertempat tinggal di wilayah ffi616s7a1i.

(2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
j u6ii iiiv-iii-iiLiiil pci sj, iji..iii:ii ii'iii.i5us iitr UL€ii_i Uci ii.!i.,ii. .

1. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S 1) ;
2. menyampaikan laporan kekayaan yang dimiliki secara benar;
3. membuat cian menyajikan proposai [entang visi cian misi serra

rencana strategis Perusahaan Daerah;
4. tidak merangkao iabatan lain dalam suatu Derusahaan lain atau bentuk

usaha lainnya yang bersifat mencari untung (profit oriented);
5. Bagi Pegawai Negeri harus melepaskan status kepegawaiannya.

/21 Da--,,^r^+^n l.Lr,a,,q cch. r:n ir"rr n'.r 
^ 

rlir-.rnlrerrr! nnr.!n E)rr.-.nl A ^.,^+ ta\ r.rryl:o I ! I

pada saat penerimaan dan/ atau pendaftaran calon Direksi tidak mencukupi
sesuai kebutuhan, maka dapat menerima calon pendidikan SLTA sederejat
Jc.rr6 ru\.r'rruN 1,,\.rr5q,rq,rr,ro.! \u!,1rrarr6 \,.ro,aro, pwr r-ii\.rirviiiliuli.

Bagian Ketiga
T: i= i= i= Pr:: i: ::i :.=:i i!c i Pin:.:n:'r,:ctc :r l)i':-i1::i" " 

Pasal 5 "

{1} Tim seleksi peniarinqan calon Direksi. dianekat berdasarkan Keputusan
Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Sekretariat
'.r-n !:'.r.L rTr+r:Tter"!encar tr.l.gq:nl'p 4engerr {e1.,r.!rl.san Kefrre Tirn

(3) Tim seleksi penjaringan calon Dteksi membuat perencanaan pengadaan
calon Direksi.

administrasi, wawancara serta seleksi lainnya yang diperlukan.
(5) Hasii seieksi diumumkan seiambat-lambatnya i (satu) buian setelah seluruh

tahapan seieksr seiesar ciart oriaporkan kepacia tiupau melatur baoan
Pengawas.

Pasal 6

(1) Pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan
sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.

i21 Sci.rciuur Dircksi ureiaksariairal Lugasrrya, diiakuirarr pcial iriral da.r.r
.. pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati.

(3) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan
Bupati tentang pengangkatan Direksi ditetapkan.

Dd,Er4lr r\cr€rlrPcrr
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

Pasal 7
Sebelum memangku jabatannya, Direksi dilantik dan mengucapkan sumpah
menurut agarna dengan sungguh-sungguh di hadapan Bupati sesuai
ketentuan yang berlaku.

Bagran Kelima
Penunjukkan Pelaksana T\.rgas

Pasai 8
(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi

baru masih dalam oroses. Bupati dapat menuniuklmengangkat pelaksana
tugas Direksi yang dipandang mampu dan kompeten.

(2) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diteta::kan de::can Ker-tusa:r Bucati.

(3) Keputusan Buiati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sampai
dengan adanya pelantikan Direksi yang baru paling lama 3 (tiga) bulan.

ii'i ;.-:i--'-..i .-::-r..-,'r'ji. j .,-'.,,,,,,,: ,-*i,,:--..,,.-,, r,.,-,.. ri.i,.i-. , : ; j , . i . , . :' . . . . -Jar6 !r,.rcur,5Acr.r 0v r,rcrSctr yurq^oqrrq. LqSolo !r\r(:.n ulrq Laiiriijr



pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BA"B III
TUGAS FOKOK DAN FTINGSI DIREKSI

Bagian Kesatu
Direktur Utama

Pasal 9

Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan, mengelola, dan mengendalikan serta
merencanakan tei<nis operasionai pengeioiaan perusahaan Daerah
sesuai dengan Peraturan Daerale dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

:erta mempertanggungiawabkan penggunaan dan pengelolaan
kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 1O

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama bertanggungiawab
kepada Bupati meialui Badan pengawas.

Bagran Kedua
Direktur Keuangan dan Umum

Pasal 11

(1) Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas pokok
mengkoorciinasikan, merumuskan u-iuan <ian sasaran serta
mengelola PD Morowali di bidang keuangan, sumberdaya manusia,
hukum serta hubungan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Direktur Keuangan dan Umum mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan tugas-tugas bidang Keuangan dan Umum;
b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Perusahaan Daerah dengan

Direksi, Badan Pengawas, Pemerintah Daerah dan institusi
lainnya dalam bidang keuangan, umrlm, sumber daya manusia,
hukum dan hubungan masyarakat;

c. l,{e:'u:nuskan *.u3uan dan sasaiaii, pet'm.juk telcnis
evaluasi danmonitoringpenyelenggaraan Perusahaan Daerah
dibidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan
hubungan masyarakat;

d. Menyelenggarakan pembinaan administratif dalam pengelolaal
biciang keuangan, urnum, sumber ciaya manusia, huicum cian
hubungan masyarakat; dan

e. Melaksanakan pengkoordinasian,/kerjasana dan kernit-.raan
dengan unit kerl'a/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang
keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan
masyarakat.

Bagian Ketiga
Direkt-tir Opei-asiona-i

Pasal 12
(1) Direktur operasional mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan,

merumuskan tu-juan dan sasaran serta menyelengarakan kegiatan
Perusahaan Daerah di bidang teknik operasional, perencanaan
dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data,
dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaima-na dimaksud pada



ayat (1) Direktur Operasional mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup direktur operasional;
b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan PD Morowali dengan

l)ireksi, Radan Pensawas- Pemerintah f)aerah dan institrrsi
lainnya dalam bidang teknik operasional, perencanaan dan
teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan
-^--^--^1--^^j 

^^'l----1,- -^--1'^.:^- 1-^-i^r^- ^-----:---!.Ihcrrtsc vaija-la.sl Js.rLu Lalr r d.rrtsl\<Lr.ur l|s6rclLdJr vPc.| d.ol\rrrcut
c. Merumuskan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis, evaluasi

dan monitoring pengelolaan Perusahaan Daerah bidang
operasronal, perencanaan dan teknologr rnformasr, produksl'
distribusi, pengolatran data, dan mengevaluasi seluruh
rangkaian kegiatan operasional;

d. Menyelenggarakan pembinaan administratif dalam pengelolaan
bidang bidang operasional, perencanaan dan teknologi
informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan
mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional; dan

e. Melaksanakan pengkoordinasian/kerjasarnadan kernitraan
A^--^^ ---.:+ l.^*:^ /i-a+^-4: /!--!.^^^ -:1^^l- l'^+:-^Acn8,a-ri i-iiiil i{CIl iil irisi.iiriiji/ iiirri '-'.i6.i Prrrq.l\ ^vu6a
bidang bidang operasional, perencanaan dan tekrrologi
informasi, produksi, distribusi, pengolairan dat-a, dart
mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasionai.

BA8 IV
TATA CARA PEL/IPORAI{ I(TUA'ITGAN

Pasal 13

(1) Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan.
(2) l,aporan triwulan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupaka-rr' 

iaporan perhiiungan rugii iaba cial neraca Ferusahaeur Daerah yang

diiampaikan setiap 90 (sembilan puluh) hari sekali, kecuali apabila
dirninta oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dan ayat (21

di4jukan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas'

Pasal 14

(1) Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan yang telah djaudit dan
' ' laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Badan

Pengawas, yang disampaikan kepada Bupati.
(2) Lapiran tatt,rnan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
' ' disusun pada akhir tahun buku sesuai dengan standar Akuntansi

Keuangan yang berlaku, dengan mencantumkan :

a. neraca i'ang menggambalkan pcsisi kekayaan, i<ewa.jiba:: da:: nodal
Perusahaan Daerah pada penutupan tahun buku;

b. daJtar p€rhitungan 
- 
rugi/iaUa yang menggambarkan pendapatan dan

biaya Perusahaan Daerair seiama periocie tahun bui<u;

c. dafiar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan

pengeluarankasPerusahaanDaerah,selamaperiodetahunbuku;dan
a. ifaftir perubahan modal yang menggambarkan -ken{k1 dan

p..r.r*a.t modal Perusahaan Daerah pada penutupan tahun buku'

13) Laporan tatrunan sebagaimana dimaksud pada ayat, (lJ dtti ayat {2}
'-' -i"L-p"itan paling lam--bat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun

buku Perusahaan Daerah ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling

lan:bat da-lan 
"r'aktu 

30 (Cga p'.rluh) hari seteiah ditenma'
l4l Direksi menYebarluaskan"laporan 

' taltunan melalui media massa paling
' ' l"to-b;i is ttii"" belas) hari setelah disahkan oleh Bupati'

iS) Anggota li,-"t"; a*.a-.i Badalr Penga'*as v ar'g iida-k me nan'Caiailga''ri



laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harrs disebutkan
alasannya secara tertulis.

BABV
PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 15
(1) Direksi berhenti karena :

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya beralchir;

(2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pensarvas
sebelum masa jabatannya berakhir karena :

a. permintaan sendiri ;
L. ---,,^+., l.^l ,,^-- '--6^^l,.ih^+l'^ l-.---^-^l-' '+^- .:J^1. l^*^+

melaksanakan tugasnya secara optimal;
c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
ci. meiakuir:an rinciakan atau sikap yang benentangan ciengan

kepentingan Pemerintah atau kepentingan Negara;
e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2)
huruf a dan huruf b diberhentikan denqan hormat;

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (21

huruf c, huruf d, dan huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 17

(1) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15
ayaf (21 huruf c, huruf d, dan huruf e atas usul Badan Pengawas
diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.

(2! Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan secara terhrlis kepada Direksi yang bersangkutan dan Badan
Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian

Pasai 18

(1) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) maka Badan Pengawas
---l^L 1^^--- 

-^l-1--^-^l-^- -:l^-- -.^-- -J:l^^.i:-: ^l^L h:-^l-^: -,^--oLl(l€r1l 1r,41 Lls lll€lcrr\sctllctr\cur sr\rcur8, J dirE, ulrrauu uuc,Asr Jarr6
bersangkutan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan
diberhentikan atau direhabilitasi kembali.

(2) Hasll sldang Badan Pengawas se bagamana dimaksud clalam ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.

(4) Apabila dalam persidanean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1! Direksi
yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap
menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pasal 19

(1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
Keputusan Bupati tentang pemberhentian, Direksi yang diberhentikan
dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan



keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan untuk menerima

atau menolak permohonan keberatan dimaksud'
(3) A;;ih dalam waktu 6 (enam) bulan Bupati belum mengambil keputusan
'-'teliadap oermohonan 

'keberatan, maka Badan Pengawas mengambil

Keputusan dengan persetujuan Bupati'

Pasal 20

(l)ApabilaDireksidiberhentikansebelummasajabatanberakhir,Bupati' ' *'"rrg"ttgtat Pelaksana T\rgas yang.ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

(2) lviasi ja-batan Peiaksana -rugas paiing iama 3 (tiga) buian'

BABVI
I(ETEI{TT'AI| PENUTT'P

Pasa-l 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini' sepanjang .mengenar
;;Li. p"iJ;"aannya ditetapkan iebih ianjut dengan Keputusan Bupati'

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal.diundangkan
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